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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Adapun yang menjadi Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 

1. Implementasi prinsip Economic Argument di Indonesia sendiri adalah 

perlindungan hak ekonomi dan hal ini terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2016. Peraturan untuk pndaftaran sendiri telah di atur 

pada pasal 4 sampai dengan pasal 10 UU no. 20 tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian Mekanisme pendaftaran merek 

secara internasional di antaranya diatur dalam dua perjanjian 

internasional, yakni The Madrid Agreement Concerning The 

International Registration of Marks yang ditandatangani tahun 1881 dan 

mulai berlaku efektif tahun 1892, serta Protocol Relating to The Madrid 

Agreement 1989 (Madrid Protocol) yang mulai berlaku efektif tanggal 1 

Januari 1995 dan mulai dioperasikan tanggal 1 April 1996. Kedua 

perjanjian internasional itu dikenal sebagai Madrid System, yang 

menyediakan pendaftaran merek, pemeliharaan merek dan pengaturan 

merek secara tersentral melalui Internasional Biro (IB) pada the World 

Intellectual Property Organisation (WIPO). Setelah resminya Indonesia 

sebagai Negara Pihak Madrid Protocol Peraturan pendaftara merek pun 

telah di cantumkan pada pasal 4 dan 4bis Peraturan Presiden no. 92 tahun 

2017. Principle of Natural Justice atau prinsip keadilan merupakan 

bahasa lain dari perlindungan. Merek yang sudah terdaftar dalam Daftar 



77 
 

Umum Merek tentu akan langsung mendapat perlindungan hukum dan 

dapat menjatuhkan tuntutan perdata atau pidana pada pihak yang 

beritikad tidak baik pada mereknya. Implementasi prinsip keadilan ini 

(principle of natural justice) pada peraturan Indonesia yakni UU no 20 

tahun 2016 yang terdapat pada pasal 20 dan 21, hal ini membahasa 

bagaimana pendaftaran merek yang seperti apa yang harus ditolak. 

Kemudian pada pasal 72 sampai 79 membahas bagaimana penghapusan 

dan pembatalan suatu merek. Dalam peraturan internasional prinsip 

keadilan ini yakni pemilik merek memiliki hak untuk memelihara hak 

atas mereknya dan mempertahankan hak atas mereknya berkaitan dengan 

upaya pemulihan secara perdata dan administratif sebagaimana diatur 

dalam article 16, article 41, article 42 TRIPs, dan article6 bis Paris 

Convention 

2. Pada kasus Prada vs The Rich Prada Hotel, terdapat tiga aspek yang 

membuat The Rich Prada Hotel melakukan pelanggaran yakni: adanya 

iktikad tidak baik, memiliki persamaan pada pokoknya dan meniru 

sebagian atau keseluruhan merek. Hal ini menimbulkan Prinsip Keadilan 

atau Principle of Natural Justice bagi Prada selaku merek terkenal yang 

sudah terdaftar di Indonesia sebelumnya. Karena kasus ini terjadi di 

Indonesia maka peraturan yang digunakan adalah peraturan Indonesia 

yakni UU no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

Kemudian penyelesaian ini ketika menjadi parmasalahan yang berlarut 

maka The rich Prada Hotel bisa terjerat hukuman Pidana pasal 382 bis 
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KUHPidana dan terjerat hukuman Perdata pasal 1365 KUHPerdata. 

5.2 Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis sebelum mengakhiri hasil 

penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan prinsip ekonomi dan keadilan harus di implemantisakan 

dalam UU No 20 tahun 2016 tentang merek hal ini dikarenakan dalam 

kasus Prada dan the rich prada hotel telah terjadi pelanggaran UU No 20 

tahun 2016 atas dasar itu perlu evaluasi menyeluruh terhadap pihak-

pihak terkait salah satunya Dirjen HKI agar nantinya dalam proses 

pendaftar merek dapat mengimplementasikan prinsip ekonomi dan 

keadilan dalam ijin pendaftaran merek. 

2. Terhadap pemerintah atau pelaksana UU Merek ini di sarankan untuk 

terus melakukan sosialisasi peraturan terhadap generasi muda hingga 

pada kelompok kelompok pengusaha yang sudah terbentuk dan yang 

sesungguhnya lebih rentan terhadap pelanggaran hukum Merek. Dan 

peningkatan sumberdaya manusia terhadap petugas petugas yang 

menangani permasalahan merek merek internasional agar tidak terjadi 

lagi terdaftarnya nama atau merek yang berindikasi pelanggaran Hukum 

Merek Indonesia 
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